
 

 

 

 

KEPALA DESA BOBAWA 

KABUPATEN NGADA 

 

PERATURAN DESA BOBAWA 

NOMOR  4 TAHUN 2026 

 

TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA BOBAWA, 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat desa; 

  b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan 

prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan 

kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat 

dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 

menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026; 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II  Dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6914); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 



  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 611 ); 

  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

868); 

  9. Peraturan Desa Bobawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Bobawa Tahun 2024 Nomor 1); 

  10. Peraturan Desa Bobawa Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pendapatan Asli Desa Bobawa Tahun 2025 (Lembaran 

Desa Bobawa Tahun 2025 Nomor 2); 

  11. Peraturan Desa Bobawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang  

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 

(Lembaran Desa Bobawa Tahun 2025 Nomor 3); 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOBAWA 

dan 

KEPALA DESA BOBAWA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA  TAHUN ANGGARAN 2026. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bobawa Tahun Anggaran 2026 adalah 

sebagai berikut :          



1. Pendapatan Desa Rp 681.542.609,00 

2. Belanja Desa Rp 691.248.893,06 

Surpuls/Defisit Rp (9.706.284,06) 

3. Pembiayaan :  

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 9.706.284,06 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp  

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 9.706.284,06 

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tentang APB Desa  

Pasal 4 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB 

Desa. 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan 

bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

anggaran jenis belanja tidak terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang 

Perubahan APBDesa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan 

tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau 

permasalahan sosisal; dan 

e. berskala lokal desa. 





LAMPIRAN II 
PERATURAN DESA BOBAWA 

NOMOR 4 TAHUN 2026 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 
DESA BOBAWA KECAMATAN GOLEWA SELATAN 

Watutoro           Kode Pos 86466 

 

 

KEPUTUSAN 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOBAWA 

Nomor : 1/BPD/530918.2013/2026 

 

TENTANG 
 

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2026 

 

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, 
Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, 
dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus 

disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai 
dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan 

Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Keputusan 

Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan 
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II  Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 
Negara Reppublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2022 Nomor  238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623);  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 611 ); 
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk 

Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 1000); 

9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2023 Tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023 Nomor 

1); 

 
 

Memperhatikan : 1. Hasil rapat perumusan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Bobawa pada tanggal 30 Januari 2026 tentang 
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 

Desa) Tahun Anggaran 2026 yang bertempat di Balai Desa 

Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten 
Ngada; 

2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Bobawa  pembahasan dan penyepakatan Rancangan 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 30 

Januari 2026  yang bertempat di Balai Desa Bobawa 

Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada. 
 

 

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 

2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

 

KEDUA  Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2026 adalah sebagai berikut: 

 

 





BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD 

Nomor :  1 /BA/DS/5309182013/2026 

Nomor :  2 /BA/BPD/ 5309182013 /2026 

 

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 

DESA BOBAWA KECAMATAN GOLEWA SELATAN 

KABUPATEN NGADA 

 

TENTANG 

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA  

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan maret tahun dua ribu dua puluh lima kami yang 
bertanda tangan dibawah ini : 

 

1. ANSELINA DHEY, S.AP : Penjabat Kepala Desa Bobawa dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bobawa 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 

 

2. EMANUEL AGO : Ketua BPD Desa Bobawa 

 

MARIA ANJELINA 
PAJO 

: Wakil Ketua BPD Desa Bobawa 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bobawa selanjutnya 
disebut PIHAK KEDUA 

 

Menyatakan bahwa: 

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 
tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2026 yang diajukan PIHAK KESATU 

2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sesuai 

dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. 

3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi 

Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai. 

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Golewa Selatan untuk 

mendapatkan evaluasi selambat–lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 

ditanda-tanganinya Berita Acara ini. 

 

 

 
























